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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami  hambatan dan  kesulitan  untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan
untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan
kesamaan kesempatan.

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang
selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses
refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat.

Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang
selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah
semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan
menangani resiko dari guncangan dan kerentanan
sosial agar kelangsungan hidup Penyandang
Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan

dasar minimal.

6. Pemberdayaan . . .
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12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang

Disabilitas bertujuan:

a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;

b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang
Disabilitas;

c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat
bagi Penyandang Disabilitas; dan

d. mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus
memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat
kerentanan Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

(1) Menteri, menteri/ pimpinan lembaga terkait,
gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  untuk
Penyandang Disabilitas.

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Rehabilitasi Sosial;

b. Jaminan Sosial,

c. Pemberdayaan sosial; dan
d. Perlindungan Sosial.

Pasal 5. ..
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Pasal 5

(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait,
gubernur, dan bupati/wali kota wajib menjamin
akses bagi Penyandang Disabilitas untuk
mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial,
Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial.

(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

BAB II
REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 7

Sasaran Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada:
a. Penyandang Disabilitas;

b. keluarga Penyandang Disabilitas;

c. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
d. komunitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 8 . ..
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Pasal 8

Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada sasaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan
secara persuasif, motivatif, dan koersif.

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan
Lembaga.

Pasal O

Rehabilitasi  Sosial yang dilaksanakan secara
persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) berupa ajakan, anjuran, dan himbauan agar
Penyandang Disabillitas atau kelompok Penyandang
Disabilitas bersedia terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.
Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa
dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau
penghargaan agar Penyandang Disabilitas atau
kelompok Penyandang Disabilitas terlibat dalam
Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa
tindakan pemaksaan oleh pekerja sosial profesional
terhadap Penyandang Disabilitas dalam kondisi
tertentu dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Tindakan koersif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan sebagai upaya terakhir demi
kepentingan terbaik bagi Penyandang Disabilitas
dengan memperhatikan ragam, kebutuhan, dan
derajat kerentanan Penyandang Disabilitas, serta
penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 10 . ..
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Pasal 10

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 terdiri atas:

a. Rehabilitasi Sosial dasar; dan

b. Rehabilitasi Sosial lanjut.

Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan upaya yang dilakukan
untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang
Disabilitas, keluarga  Penyandang  Disabilitas,
kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau
komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan
di dalam dan di luar panti.

Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan upaya yang
dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian
sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang
Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas,
dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang
dilaksanakan di dalam dan di luar:

a. balai besar rehabilitasi vokasional;

b. balai besar Rehabilitasi Sosial;

c. balai Rehabilitasi Sosial; dan

d. loka Rehabilitasi Sosial.

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menjadi tanggung
jawab gubernur dan bupati/wali kota.

Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b menjadi tanggung
jawab Menteri.

Pasal 12 . ..
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Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar
dan Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 17

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf
¢ merupakan usaha pemberian keterampilan kepada
Penyandang Disabilitas agar mampu hidup mandiri
dan/atau produktif.

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara pengembangan dan penyaluran minat,
bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang
produktif, serta mengembangkan relasi.

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh  instruktur dan/atau tenaga  pelatihan
berdasarkan hasil asesmen terhadap minat, bakat,
potensi, kebutuhan, dan rencana Penyandang
Disabilitas yang bersangkutan.

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 18

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan
untuk menguatkan penerimaan diri Penyandang
Disabilitas atas kondisi kedisabilitasannya.

(2) Bimbingan . . .
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Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pemberian pengetahuan tentang
keimanan sesuai dengan agama atau kepercayaan
yang dianut.

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh pembimbing mental
spiritual. )
Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial
dasar.

Pasal 19

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) huruf e merupakan aktivitas yang
dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat
melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara meningkatkan kemauan dan
kemampuan berperilaku hidup sehat serta melatih
keterampilan hidup sehari-hari dan memberikan alat
bantu.

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh pekerja sosial profesional.

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar.

Pasal 20

Bimbingan sosial dan konseling psikososial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf
f merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa
percaya diri dan kemampuan penyesuaian diri
Penyandang Disabilitas dalam lingkungan, keluarga,
dan masyarakat. '

(2) Bimbingan . . .
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Bimbingan sosial dan konseling psikososial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara konsultasi, pertemuan keluarga, dan
pelibatan dalam kegiatan masyarakat.

Bimbingan sosial dan  konseling psikososial
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
pekerja sosial profesional.

Bimbingan sosial dan  konseling psikososial
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
melibatkan sesama Penyandang Disabilitas.
Bimbingan sosial dan  konseling psikososial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
Rehabilitasi Sosial dasar.

Pasal 21

Pelayanan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan
penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas
dalam Rehabilitasi Sosial guna mewujudkan
kesamaan hak dan kesempatan.

Pelayanan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara penataan lingkungan
fisik dan nonfisik.

Pelayanan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan
lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.
Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar dan
Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 22 . ..
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Pasal 22

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h merupakan upaya
yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang
mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar
dapat hidup secara wajar.

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian
bantuan berupa uang, barang, atau jasa.

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri,
menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan
bupati/wali kota.

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar
dan Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 23

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan

untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan

kelompok Penyandang Disabilitas untuk dapat

berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat.

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan:

a. bimbingan kesiapan Penyandang Disabilitas dan
kelompok Penyandang Disabilitas;

b. bimbingan  kesiapan keluarga Penyandang
Disabilitas dan lingkungan masyarakat;

c. bimbingan sosial hidup bermasyarakat; dan

d. pemantapan dan penyaluran.

(3) Bimbingan . . .
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Pasal 25

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1) huruf k merupakan pengalihan layanan kepada

pihak lain agar Penyandang Disabilitas memperoleh

layanan lanjutan dan/atau layanan yang sesuai
dengan kebutuhan.

Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

a. mengidentifikasi masalah dan kebutuhan
Penyandang Disabilitas;

b. mengidentifikasi layanan rujukan yang sesuai
dengan masalah dan kebutuhan Penyandang
Disabilitas; dan

c. menghubungi dan menyerahkan kepada lembaga
penerima rujukan.

Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh pekerja sosial profesional.

Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar dan

Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 26

Terapi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk
mengoptimalkan, = memelihara, dan  mencegah
kerusakan atau gangguan fungsi fisik Penyandang
Disabilitas.

Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut
dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta
pelatihan dan dukungan psikososial terhadap

Penyandang Disabilitas.

(3) Terapi . . .
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Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh terapis sesuai dengan kompetensinya.
Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 27

Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan terapi yang
menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama
untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa
Penyandang Disabilitas dalam upaya mengatasi
kecemasan dan depresi.

Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimaksudkan untuk membantu Penyandang
Disabilitas menemukan makna hidup, mengatasi
kecemasan, dan depresi.

Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan cara meditasi, terapi
musik, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang
menekankan harmoni dengan alam.

Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh rohaniwan, pekerja sosial
profesional, dan/atau tenaga profesional lainnya.
Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 28

Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf ¢ merupakan kumpulan terapi
untuk mengatasi masalah yang muncul dalam
interaksi Penyandang Disabilitas dengan lingkungan
sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas,
maupun masyarakat.

(2) Terapi . . .
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Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimaksudkan untuk memperkuat dan
memobilisasi potensi Penyandang Disabilitas serta
meningkatkan kemampuan pengelolaan diri dalam
lingkungan sosialnya.

Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi
untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan
aspek kognisi, psikis, dan sosial.

Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan oleh pekerja sosial profesional dan/atau
tenaga profesional lainnya.

Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 29

Terapi untuk penghidupan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf
d merupakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan
produktivitas kehidupan dan memelihara kepemilikan
aset Penyandang Disabilitas.

Terapi untuk penghidupan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara meningkatkan keterampilan dalam
lingkungan kerja dan/atau berwirausaha dan
lingkungan sosialnya serta memberikan bantuan
dukungan mobilitas bagi Penyandang Disabilitas.
Terapi untuk penghidupan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
pekerja sosial profesional dan/atau tenaga profesional

lainnya.

(4) Terapi . . .
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Pasal 37

Pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (1) huruf d merupakan tahapan penyelesaian
masalah berdasarkan rencana pemecahan masalah bagi
Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) huruf e merupakan upaya persiapan pengembalian
Penyandang Disabilitas ke dalam keluarga dan
masyarakat.

Pasal 39

(1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) huruf f merupakan tahap pengakhiran
layanan Rehabilitasi Sosial.

(2) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. evaluasi pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial;

b. rencana bimbingan lanjut; dan

c. kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait
dengan kehidupan Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

(1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantapan
kemandirian Penyandang Disabilitas setelah
memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial.

(2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan kepada Penyandang Disabilitas
yang belum mencapai kondisi keberfungsian sosial
yang diharapkan.

(3) Dalam . . .









